
PER.IANJIAN NER.'A SAUA

AITTARA

DINAS KEPTilDUDUKAI{ DAN PEITCATATAII SIPIL
KOTA PALAfiGKA RAYA

DEIYGAN

SEKRTTARIA:T DAERAII KOTA PALAITGNA RAYA

NOMOR: a70l565 /pKpS/ X /2028
NOMOR: 87O / T369 / Bag.um/ Xl 2A23

TEITTANG

PEMAIVFAATAIT 1VOIUOR INDIIK KTPENDUDUITAITT, DATA I(EPEISDI'DUKAN
DAN IIARTU TAISDA PENDUDUK ELTKTRONIK DALAII LAYANAN LINGKUP TUGAS

SEI{RETARIAT DATRAII KOTA PALANGKA RAYA

Pada hari ini Rabu tanggal lhlapan Belas bulan Oktober tahun p4ra rtbu dua puluhtiga, bertempat di. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota palangka Raya yang
bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama
Alamat
Jabatan

2. Nama
Alamat
Jabatan

DTa.FIFI ARFIIYA, M.Si.
Jalan G. obos xI/_I_r. soekarno {Lingkar Dalam) palangka Raya (731 1U
Plt- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipif Kota 

"rahngka 
Raya

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudrikan dan
l_!119t"n sipil Kota Palangka Raya yang selanjutnya disebut PITIAK
KESATU.

I)Ts,SAIIDIII IIASAI{
Jalan Tjitik Riwut Kilometer 5,5 No. 9g palangka Raya {Tsll}l
PLH. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya dalam hal ini bertindak untuk
dan atas Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya yang selanjutnya disebut
PIHAI' I{EDUA.
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PIHAK IffiSA'TU dan PIHAK I{EDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut
PARA PIIIAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut: !

1. bahwa PIIIAK I{ESATU adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kota Palangka Raya yang menjadi
kewenangan Daerah Kota Palangka Raya.

2. bahwa PII{AK KTDUA adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang
Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya.

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A06 tentang Administrasi Kependudukan
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA6 Nomor \24, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

. Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 232,Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a75h

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2Al9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah
Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tal:run 2Al3 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A06 Tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A19 Nomor 102, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 635a);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak
Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1611);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2O2L tentang Sistem Manajemen
Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan;
Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;
Surat persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri Nomor : 400.8.1.2lll9679lDukcapi1 tanggal, 13
Desember 2A22 hal Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan.

PARA PIIIAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanf,aatan Nomor Induk
Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam
Lingkup Ttrgas Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasd 1

Mabud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan
peran PARA PIIIAII dalam rangka verifikasi dan validasi data penerima bantuan BPJS
Kesehatan dalam layanan PIIIAII KTDUA melalui pemanfaatan Nomor Induk
Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-
el).

4.

5.

6.
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Pasal 2
Kewajiban PARA PIITAK

(U PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk:
a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 9 (sembilan)

berupa Nomor KK, NIK dengan nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir,
tanggal/bulan/tahun lahir, jenis pekerjaan, status perkawinan dan alamat
sekarang yang dilakukan kepada PIHAK KEDUA berdasarkan NIK melalui
metode ueb portal;

b. menyediakan jaringan komunikasi data dari PIHAK KTSATU kepada PIHAK
KEDUA untuk 1 (satu) titik jaringan berbasiskan jaringan tertutup atas biaya
anggaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian kota Palangka
Raya;

c. memberikan user id dan pasatord kepada PIIIAK KEDUA yang pengelolaannya
menjadi t .nggung jawab PII{AI( KEDUA; dan

(21 PIHAI( I(EDUA mempunyai kewajiban untuk:
a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang

diterbitkan PIHAK KEDUA;
memberikan data nomor/keterangan penerima baatuan, dan jenis bantuan yang
diterima sebagai data balikan, guna melengkapi database kependudukan milik
PIHAI{ I{ESATU sebagai data balikan;
bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang
diakses dari PIHAK KtSAtU;
memberikan layanan PIHAN I(EDUA berdasarkan KTP-el dan/atau Identitas
Kependudukan D€ltal {IKD) dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-e1
dan/atau IKD;
membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-e1 dan/atau IKD melalui media cetak
dan/atau elektronik;
bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan
yang diakses dari PIHAII KE$ATU;

g. menjamin keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data, jaringan dan program
PIHAI( ITTDUA;
menerapkan standar aasional Indonesia internationat organization for
standardiz.ation/ intentational electrotechnical mmmission 27 OOl dan menyerahkan
sertifikat ISO/IEC 27OAI dimaksud paling larnbat 6 (enam) bulan sejak
ditandatanganinya peg'anjian kerja sama ini;
menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan
penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari PIHAK KTSATU dan
tidak memberikan data kepada pihak lain wal;aupun jangka waktu Perjanjian
Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 3
HaK PARA PIIIAII

PIHAK KESA'TU mempunyai hak untuk:
a. mengawasi pelaksanaan kewajiban PIHAK K,EDUA;

b.

c.

d.

e.

f.

h.
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mendapatkan data balikan berupa nomor/keterangan penerima bantuan, dan jenis
bantuan yang diterima dari PIHAK KTDUA yang data kependudukannya telah
diakses oleh PIIIAI{ I{EDUA berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini;
mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari PIHAII KEDUA terhadap
sistem, data, jaringan dan program PIHAII KTDUA atas akses data kependudukan
dari PIIIAIT KESATII. !;

mendapatkan jaminan dari PIIIAK KTDUA terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan
kebenaran data yang telah diakses oleh PIHAK KTDUA serta tidak dilakukannya
penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain
walaupun jang!<a waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

(21 PIHAK I{EDUA mempunyai hak untuk:
a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 9

{sembilan} berupa Nomor KK, NIK dengan nama lengkap, jenis kelamin, tempat
lahir, tanggal/bulanltahun lahir, jenis pekerjaan, status perkawinan dan alamat
sekarang yang dilakukan dari PIHAI( KtSAtU berdasarkan NIK melalui metode
web pafial;

b. mendapatkan user id dan passu.rord dan PIIIAK KTSATU yang pengelolaarulya
menjadi tanggung jawab PIIIAK I(EDUA;

Pasa1 4
Jangh Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama
ini oleh PARA PIIIAI( sampai dengan tanggal delapan belas bulan Oktober tahun Dua
ribu dua puluh empat, dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIIIAK.

Pasal 5
Berakhirn5na PerJanJian KerJa Sama

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

a. jangka waktu Pedanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan PARA
pll{lf untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini
berakhir; dan

b. adanya perubahan nomenklatur/kelembagaan PIIIAK NEDUA, sehingga perlu
pembaharuan Perjanjian Ke{a Sama ini.

Pasal 5
Keadasn Memaksa (?orce lW$eure)

Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIIIAK atau keadaan memaksa, dapat
dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan PARA PIIIAIL
Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan
pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian
Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIIIAK.

b.

C.

d.

(1)

(21
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(3)

(4)

(1)
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Pasal 7
Penyelesaian perselisihan !

Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan
pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara PARA PIHAi( akan diseiesaiku.r, 

""""ru."musyawarah untuk mufakat.
Dalam tral musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat {1) tidak
tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peiaturan perundang-
undangan.

Pasal 8
Ernluasi dan Pelaporan

PIHAIT KTDUA berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data
Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan
bulan Desember untuk semester kedua kepada pIrrAK KEsATu.

PIIIAK KTSATU melakukan evaluasi peman{aatan NIK, Data Kependudukan dan
KTP-el secara berkala atas laporan PIIIAI( I(EDUA sebagaim"rr* di*.t sud pad.a
ayat (1).

PIHAK KESATU dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan
dan KTP-el sewaktu-waktu.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada
Menteri Dalam Negeri melalui Direktur .fenberal"Kependudukan dan pencatatan
Sipil.

Pasal 9
Lain-Lain

Dalam hal PIHAII K,EDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2), maka PIHAK I{ESATU dapat mengakhiri Perl'anjian Kerja Sama ini.

Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi perjanjian
Kerja Sama ir1i, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIITAK yang
dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peq'anjian
Kerja Sama ini.

(3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan perjanjian Kerja
Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh pARA pIIIAK dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
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Demikian Pedanjian Kerja Sama
dibubuhi meterai cukup dan
ditandatangani PARA PIIIAK.

Pasal 1O
Penutup L

ini dibuat dalam rangkap 2 (dua),
mempunyai kekuatan hukum yang

masmg-masmg
sama setelah ;

u.st
r (w/bl

198302 2 fill

I

TIASAII
utama Muda tIV/c|

. t9640s2g 1992Aig 1 0(}6
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